
BUPATI TEMANGGUNG

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA BENCANA

BANJIR AIR BAH DI KANTOR KECAMATAN KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48
Tahun 2OL4 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat
Bencana Khususnya Bencana Banjir Air Bah di Kantor
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka perlu
penanganan secepatnya;
bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam,
bencana sosial, dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat
dibebankan pada anggaran Belanja Tidak Terduga;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan
Bencana Khususnya Bencana Banjir Air Bah di Kantor
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a286);

Undang-Undang Nomor L Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4aOOl;

b.

2.

3.

4.



o. unoang-undang Nomor 33 Tahun 2w tcntang FerimbanganKeua,gan Antara pemerintatr Rrsat a"o n *€rintahan Daeratr(Lembaran Negara Republik Indonesia r"t.rr, 2oo4 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor aa3gl;6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOZ tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2ooz Nomor 66, Tambatran Lembaran N.g*"Republik Indonesia Nomor 472gli -i

7 ' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana terah diubah dengan peraturan
Pemerintah pgngganti undang-undang wo*o. 2 Tahun 2oL4tentang perubahan Atas undang-uri*g Nomor 2g Tahun2014 tentang pemerintahan Daera6; a

8. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 20os tentang Dana
fglybansan (Lembaran Negara n.p"Lrit Indonesia Tahun2005 Nomor raz, Tambahan r,ernuaran Negara RepublikIndonesia Nomor aSZS);

9. Peraturan pemerintah Nomor sg rahun 2oos tentangPengelolaan_ Keuangan Daerah (Lembarl Negara RepubrikIndonesia Tahun 20os Nomor 140, i"*urt 
"r, LembaranNegara Republik Indonesia Nomor a]cZgl;

10. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembian rv-"g"r"Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2s, TambahanLembaran Negara Repubrik Indonesia rvomo. a6rfl;

11. Peraturan pemerintah Nomor 2r Tahun 200g tentangPenyelenggaraan pgnanggurangan Bencana (Lembaran rv"g*"Republik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag2S);
12. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2oog tentangPendanaan 93l pengeloraan Bantuan Bencana (Lembaran

I"g3r" Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag29);
13. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2ooz tentang pengesahan,

Pengund€urgan, dan penyebarluasan peraturan perundang-
Undangan;

14. Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2o\o tentang pengadaan
Barang/Jasa pemerintah sebagaimana terah ue"uerap? trridiubah terakhir dengan'peraturan presiden Nomor 70 Tahun
?913 tentang perubahan Kedua Atas peraturan presiden Nomor54 Tahun 2oLo tentang pengadaan nara"!["sa pemerintah;

15. Peraturan Daeratr Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun2012 tentang_ penyerenggaraan nenailgui"rgro Bencana DiKabupaten Temanggung ((Lembar"rr"" o".i.t, rabupatenTemanggung Tahun 2012 Nom or LZ);

16. Peratura.n Daeratr Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun
?9I2 tentang pengerolaan Keuangan oairai' (Lembaran DaerahKabupaten Temanggung Tahu n zotz Nomor 26 TambahanLembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);



F
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun

2OL3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2Ol4 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2Ol3 Nomor 40);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013;

20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2Ot2 tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 66);

21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun 2Ol3 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2OL4 (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 61);

22. Perabtran Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2Ol4 tentang
Penetapari Keadaan Damrat Akibat Bencana Khususnya
Bencana Banjir Air Bah di Kantor Kecamatan Kledung
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2Ol4 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA UNTUK PENANGANAN BENCANA KHUSUSNYA
BENCANA BANJIR AIR BAH DI KANTOR KECAMATAN KLEDUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG

Pasal 1

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Khususnya
Bencana Banjir Air Bah di.Kantor Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung

adalah sebesar Rp72.67O.OO0,O0 (Tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh
ribu rupiah).

Pasal 2

(1) Pelaksana dan penanggung jawab penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk
Penanganan Bencana Khususnya Bencana Banjir Air Bah di Kantor
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Temanggung.

(21 Pelaksana dan penanggung jawab

sebagaimana dimaksud dalam Pasal

kepada Bupati Temanggung.

penggunaan Belanja Tidak Terduga
1 melaporkan dan bertanggung jawab



Pelaksana dan penanggung :"*Jo"13rr**rr.utt Belanja Tidak rerduga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2OL4.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 26 November 2Ol4

BUPATI TEMANGGUNG,

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 November 2Ol4

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OI4 NOMOR 50
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